129

BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil analisis konsistensi program dan kegiatan pada
dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi NTT Tahun 2019, terlihat
bahwa konsistensi program dan kegiatan pada dokumen RKPD dapat dikatakan
secara keseluruhan sangat baik, walaupun masih ada beberapa SKPD yang
program dan kegiatannya belum konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi
tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 100% dan
konsistensi antar kegiatan sebesar 94,11%, hal ini menunjukkan tingkat
konsistensi yang ada sangat baik. Namun masih ada beberapa program dan
kegiatan yang tidak masuk pada PPAS atau sebaliknya ada di PPAS tapi tidak ada
di RKPD. Hal ini menunjukkan bahwa RKPD tidak menjadi acuan yang
mendasar bagi penyusunan PPAS setiap tahunnya.
2.  Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan program, kegiatan
dan anggaran yaitu kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan
pengambil kebijakan untuk tetap menjaga konsistensi pada dokumen perencanaan
dan penganggaran serta adanya intervensi anggota DPRD, terutama pada saat
proses penyusunan APBD selain itu juga ada program atau kegiatan yang

dianggap kurang penting atau belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan maka
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program atau kegiatan tersebut dihilangkan atau ditunda karena keterbatasan
anggaran.
3. Deviasi anggaran itu terjadi karena, penambahan atau pengurangan
anggaran yang telah ditetapkan dalam PPAS untuk menjalankan program dan
kegiatan yang direalisasikan dalam APBD. Pengurangan anggaran ini dalam
rangka efisiensi anggaran, di dalam anggaran yang sudah di tetapkan di dalam
PPAS tidak rasional karena terkadang kegiatan yang sudah di rencanakan namun
setelah di bahas kembali bersama oleh eksekutif dan legislatif, nama kegiatan
yang menurut mereka tidak begitu penting akan di hapus, tetapi output kinerjanya
tidak akan di hapus karena sudah menjadi kesepakatan bersama, karena itu
otomatis ada perubanhan anggaran pada RKPD, PPAS dan APBD untuk analisis
konsistensi anggaran terlihat bahwa hampir semua SKPD yang ada di Provinsi
NTT kurang konsisten, terbukti dari adanya perubahan anggaran antara dokumen
perencanaan dan dokumen penganggaran. Tingkat deviasi anggaran pada
dokumen perencanaan dan pengangggran yaitu PPAS dan APBD dikategorikan
buruk dengan p ersentase 24,65%.
6.2 Saran

Terdapat beberapa persoaalan yang ditemukan dari hasil penelitian, untuk
meningkatakan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pada semua
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Provinsi Nusa Tengggara Timur
khususnya SKPD yang termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD), dapat di sarankan sebagai berikut:
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1. Peningkatan intensistas Informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang
lebih tinggi dan Perlu meningkatkan kualitas usalan program dan kegiatan pada
RKPD dan penjabaranya ke dalam PPAS agar terwujudnya keterkaitan antara
dokumen perencanaaan RKPD dengan PPAS dengan dokumen penganggaran

APBD.

2.  Meningkatakan SDM perencanaan, dalam memebuat setiap kegiatan yang di
ajaukan dan meningkatakan pengetahuan aparatur yang terkait dalam
penyusuanan anggaran Untuk menghindari adanya deviasi anggaran pada SKPD-
SKPD terlebih dahulu dilakukan analisis kemampuan keuangan daerah sejak

usulan proses pada forum SKPD dan Musrenbang Provinsi.

3. Kegiatan yang termuat dalam RKPD dan KUA PPAS yang tidak terjabarkan
dalam APBD, demikian pula program dan kegiatan yang tidak direncanakan
dalam RKPD dan KUA-PPAS termuat di dalam APBD, Hal ini sebenarnya tidak
boleh terjadi jika mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa penyusunan Rancangan APBD berpedoman
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), agar kemudian TAPD lebih
mengawal perencanaan program dan kegiatan agara teteap dilakukanpembenahan.
4.  meningkatkan komitmen bagi para pemangku kepentingan dan pengambil
kebijakan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dan juga
pemerintah provinsi melakukan evaluasi secara rutin terhadap tingkat konsistensi
dari dokumen RKPD, PPAS dan APBD pada setiap OPD atau SKPD. Apabila
pada saat dilakukan evaluasi dinyatakan tidak konsisten, maka pemerintah

provinsi dapat melakukan pembinaan pada setiap OPD atau SKPD.
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